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ABSTRAK 

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pengesahan itsbat nikah menurut 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sering terjadi adalah meningkatnya 

perkawinan yang tidak tercatat sehinga perlunya melakukan itsbat nikah atau 

pengesahan nikah. Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan 

pengesahan itsbat nikah di Pengadilan Agama Mataram ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 1Tahun 1974. 

        Jenis atau metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan 

pendekatan perUndang-Undangan dan pendekatan sosiologis yang sumber 

datanya di peroleh melalui data primer dan data sekunder dengan teknik 

pengumpulan data melalui studi Pustaka dan wawancara.  

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di Pengadilan Agama Mataram, 

dapat di simpulkan, bahwa proses pelaksanaan pengesahan itsbat nikah. Baik itu 

proses di Pengadilan Agamanya atau Undang-Undang mengenai tata cara atau 

proses pelaksanaannya sama yaitu melakukan pengajuan permohonan, membayar 

panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dan melakukan pengumuman 

itsbat nikah selama 14 hari, menghadiri persidangan sesuai dengan jadwal 

panggilan dan putusan/penetapan pengadilan. 

 

Kata Kunci: Pengesahan Itsbat Nikah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

           Itsbat Nikah adalah upaya legalisasi perkawinan melalui penetapan 

hakim di pengadilan agama. Itsbat nikah dilaksanakan dengan berbagai motif 

dan alasan, misalnya karena perkawinan sebelumnya hanya dilangsungkan 

berdasarkan syariat Islam dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama 

yang sering disebut dengan nikah siri atau nikah dibawah tanah.  Fenomena 

nikah sirri banyak terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah Mataram. Kota 

Mataram merupakan wilayah metropolitan dengan tingkat pendidikan yang 

lebh tinggi dibandingkan wilayah pedesaan. Namun dalam kasus ini, banyak 

yang menunjukkan bahwa warga Kota Mataram melanggar Pasal 2 Ayat 2 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Secara garis besar 

perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya 

hidup bersama di luar perkawinan, dan hal ini sangat merugikan para pihak 

(khususnya perempuan) menurut ketentuan hukum negara. Anak yang lahir 

dari orang tua yang hidup bersama dicatatkan perkawinannya adalah anak 

luar kawin yang mempunyai hubungan hukum hanya dengan ibunya dalam 

arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Dengan kata lain, 

secara hukum tidak memiliki ayah.   

Padahal, masyarakat tidak ada paksaan untuk mencatatkan perkawinan. 

Dalam artian, tidak mencatatkan perkawinan kita bukan berarti kita 
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melakukan kejahatan. Namun, ini memiliki konsekuensi hukum tertentu yang 

sangat berbahaya bagi perempuan dan anak-anak.   

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, karena perbuatan hukum itu 

mempunyai akibat hukum. Hukum positif menentukan apakah suatu 

perbuatan itu sah atau tidak.  Hukum positif tentang pernikahan di Indonesia 

sejak 2 Januari 1974 adalah UU Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974. Dengan 

demikian sah tidaknya ditentukaan oleh ketentuan yang ada dalam Undang-

Undang tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, 

Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan Pasal ini 

membantu untuk melihat bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang 

Maha Esa.
1
  

Ungkapan tersebut mengandung harapan bahwa kebahagiaan baik 

materi maupun spiritual akan tercapai melalui pernikahan. Sebagai negara 

hukum, Indonesia telah mengatur tentang perkawinan yang tertuang dalam 

UU Perkawinan dan telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 

tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan, pengertian perkawinan 

                                                             
1
 Neng Djub∂ed∂h, Penc∂t∂t∂n Perk∂win∂n D∂n Perk∂win∂n Tid∂k Di C∂t∂t Menurut 

Hukum Tertulis Di Indonesi∂ D∂n Hukum Isl∂m, (Cet. 1, J∂k∂rt∂ :Sin∂r Gr∂fik∂ , 2010),hlm .212 
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adalah penyatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.  

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada 

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan 

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu”. Menurut Pasal 2 Ayat (1) ini, kita tahu bahwa sebuah 

perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya, jika perkawinan tersebut telah 

memenuhi syarat-syarat perkawinan dan rukun perkawinan seperti 

terpenuhinya perkawinan atau ijab qabul (untuk orang Islam) atau seorang 

pendeta/pastor melakukan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan 

itu sah terutama di mata agama dan masyarakat.  Namun, negara harus 

mengakui sahnya perkawinan ini menurut agama dan kepercayaan 

masyarakat. Dalam hal ini, ketentuannya terdapat pada pasal  2 ayat (2) 

Undang-Undang Perkawinan. 
2
 

Berdasarkan pasal ini, pencatatan perkawinan berarti setiap perkawinan 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan 

perkawinan adalah untuk memastikan sah atau tidaknya perkawinan.  

Perkawinan yang tidak tercatat memiliki dampak yang merugikan. 

Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai berikut:  

1. Bagi seorang istri yang menikah yang tidak terdaftar, akibatnya 

terhadap istri dan wanita pada umumnya sangat merugikan, istri 

                                                             
2
 Ibid, Hlm 213 
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tidak dianggap sebagai istri yang sah, dia tidak berhak atas 

tunjangan dan warisan setelah kematian suaminya. Mereka juga 

tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan, karena 

perkawinan dianggap tidak pernah terjadi secara hukum.  

2. Bagi anak-anak yang tidak dicatatkan menurut hukum negara, hal 

ini berdampak negatif terhadap status hukum anak dilahirkan 

dianggap sebagai anak yang tidak saha. Itu sebabnya akta kelahiran 

berstatus anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu 

yang melahirkan. Anak tidak berhak atas nafkah, pendidikan, dan 

warisan dari bapaknya.  

3. Laki-laki atau suami hampir tidak memiliki dampak yang 

merugikan bagi laki-laki atau suami yang perkawinanya tidak 

dicatat. Apa yang terjadi justru menguntungkan dirinya, karena 

sang suami bebas untuk menikah lagi, karena nikah siri dianggap 

tidak sah di mata hukum, sehingga menghindarkan suami dari 

kewajibannya mengurus istri dan anak-anaknya dan tidak 

dipusingkan dengan pembagian harta gono gini, warisan dan lain-

lain.  

 

        Salah satu kasus tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah yaitu 

kasus Macicha Mochtar yang mengharapkan pengakuan Moerdiyono seperti 

ayah dari putranya. Anak dari pernikahan sirri mereka, yang kini berusia 14 

tahun. Pada awal tahun 2008, kasus ini dilimpahkan ke Pengadilan Agama 

Tangerang untuk permohonan itsbat nikah dan pengesahan anak yang tidak 

dapat diterima. Meski pernikahan tersebut diaggap sah karena rukun nikah 

terpenuhi, namun pengadilan agama tidak berani menyatakan Iqbal anak 

yang sah karena melanggar prinsip monogami.  Tetapi kemudian lewat kuasa 

hukumnya, Macicha Mochtar, artis dangdut era 1980-an, menguji Pasal 2 

ayat (2) dan 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang 

dianggap bertentangan dengan Pasal 28 B ayat (1) dan (2), Pasal 28 D ayat 

(1) Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi pada tahun 

2010. Pada tanggal 17 Februari 2012 Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) 
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akhirnya hanya menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan inkonstitusional bersyarat dari 2 pasal yang 

diajukan oleh kuasa hukum Macicha. Dalam amar putusannya, Mahkamah 

Konstitusi menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun setelah dibuktikan 

secara ilmiah dan teknis dan/atau bukti lainnya, ternyata memiliki hubungan 

darah dengan ayahnya.  

         Pelaksanaaa itsbat nikah di pengadilan agama adalah proses 

melangsungkan perkawinan yang belum tercatat. Melalui berbagai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itsbat nikah, 

diharapkan dengan adanya itsbat nikah, dalam permasalahan suami istri dan 

pihak yang terkait,dalam hal ini mereka bisa mendapatkan hak-haknya 

sebagaimana mestinya.  Bagi yang beragama Islam, tapi tidak bisa 

membuktikan adanya pernikahan dengan akta nikah, bisa mengajukan 

permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan 

Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3
 

         Pada tahun 2020 jumlah perkara yang diputus sebanyak 1,120 perkara 

di Pengadilan Agama Mataram , dan diantaranya perkara itsbat nikah sebesar 

4,50%   yang telah diputuskan, yang diantaranya 447 yang dikabulkan dan 3 

ditolak, perkara itsbat nikah terbanyak kedua setelah perkara cerai gugat 

sebesar 4,66% dengan jumlah 466 perkara , dan kemudian pada tahun 2021 

itsbat nikah meningkat sebesar 6,39% dengan jumlah 639 perkara, lalu pada 

                                                             
3
  Neng Djub∂ed∂h ,Penc∂t∂t∂n Perk∂win∂n D∂n Perk∂win∂n Tid∂k Di C∂t∂t Menurut:Hukum 

Tertulis Di Indonesi∂ D∂n Hukum Isl∂m,hlm 223 
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tahun 2022 itsbat nikah berkurang menjadi 5,42% dengan jumlah 542 perkara 

yang telah diputuskan.
4
 Sebagian dari mereka mengajukan “itsbat nikah” 

karena masyarakat tidak mengetahui tentang pencatatan perkawinan dan 

berbagai alasan lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa perkawinan sirri masih 

sering terjadi di masyarakat. Sehingga berimplikasi pada peraturan 

perundang-undangan pencatatan perkawinan yang kurang 

efektif. Pelaksanaan itsbat nikah menjadi menarik untuk dikaji karena itsbat 

nikah merupakan syarat perkawinan yang telah terjadi sebelumnya tetapi 

belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama. Pemberlakuan itsbat nikah 

memberikan perlindungan hukum karena memberikan kepastian hukum 

terhadap perkawinan tersebut.  sehingga seluruh haknya dapat diakui dan 

dilindungi, namun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 pernikahan yang 

boleh diitsbatkan memiliki ketentuan tertentu. 

         Adapun dampak yang menyebabkan banyaknya perkara itsbat nikah 

yang masuk di Pengadilan Agama Mataram setiap tahunya yaitu, dari pihak 

Pengadilan Agama Mataram sendiri melakukan penyuluhan atau turun 

lapangan lansung ke setiap kecamatan yang diwilayai oleh Pengadilan 

Agama Mataram untuk melakukan sosialisasi menggenai pentingnya akte 

nikah atau buku nikah di era sekarang baik itu dalam perbankan , pendidikan 

,haji ,kewarisan ataupun umroh. Adapun alasan pihak Pengadilan Agama 

melakukan hal tersebut yaitu disebabkan banyaknya data masyrakat kota 

mataram yang masih tidak jelas dalam status perkawinan sehingga ada yang 

                                                             
4
 Sumber D∂t∂:K∂ntor Peng∂dil∂n Ag∂m∂ M∂t∂r∂m tgl 26 ∂pril. 
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namanya jenis itsbat nikah yang di programkan langsung oleh Mahkamah 

Agung yaitu Itsbat Nikah Prodio ( gratis ) dan Reguler ( bayar ) jenis Prodio 

ini sifatnya gratis bagi masyrakat yang tidak mampu untuk membayar panjar 

biaya itsbat nikah di Pengadilan Agama Mataram oleh karna itu disini yang 

bertangung jawab untuk membayar setiap proses atau prosedur yang dilewati 

selama pengesahan itsbat nikah di tanggung langsung oleh pihak Mahkamah 

Agung (MA). Jenis itsbat nikah prodio merupakan proyek dari Mahkamah 

Agung yang memerintahkan setiap Pengadilan Agama di Indonesia 

diupayakan harus mencapai 500 pasang yang melakukan itsbat nikah lewat 

jalur prodio ini setiap tahunya, namun pihak Pengadilan Agama Mataram 

sendiri belum bisa mencapai target tersebut. Yang paling mendekati yaitu 

pada tahun 2021 yaitu sebanyak 456 pasang yang di itsbatkan lewat jalur 

prodio.
5
 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa 

rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengesahan Itsbad Nikah Menurut Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?. 

2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengesahan itsbat nikah di Pengadilan 

Agama Mataram?  

 

                                                             
5
 Sumber D∂t∂: K∂ntor Peng∂dil∂n Ag∂m∂ M∂t∂r∂m 18 ∂pril 2023. 
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C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan itsbat nikah di 

Pengadilan Agama Mataram atas perubahan UU Perkawinan No. 1 

Tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  

b. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan 

Agama mataram. 

2. Manfaat Penelitian. 

a) Manfaat Akademis 

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan 

Studi Ilmu Hukum tingkat Strata l pada Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Mataram. 

b) Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan satu sumbangsih berupa pengetahuan dan 

pemikiran melalui permasalahan yang ada khususnya penelitian 

hukum tentang pelaksanaan itsbad nikah. 

c) Manfaat Praktis 

Dapat memberikan Informasi yang berkaitan dengan itsbat nikah, 

agar dapat berguna bagi masyarakat serta memberi masukan atau 

sumbangsih pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang dalam 

pelaksanaan itsbat nikah di Indonesia. 
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F. Orisinal Penelitian     

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan terhadap 3 penelitian terdahulu, dapat peneliti paparkan 

ke dalam tabel berikut ini: 

No Nama Judul Rumusan masalah Perbedaan Persamaan Kesimpulan 

1 Rahmadini 

Septia 

Aikhiri 

Tahun 

2021
6
 

Itsbat nikah 

bagi poligami 

sirri di 

pengadilan 

agama 

cibonong 

perspektif 

teori 

kepastian 

hukum. 

1. Bagaimana 

pertimbangan 

Hukum Majlis 

Hakim sehingga 

mengabulkan itsbat 

nikah poligami atas 

dasar nikah sirri. 

2. Bagaimana 

penerapan peraturan 

SEMA Nomor 3 

Tahun 2018 dalam 

Putusan Nomor 

Rahmadini 

septia dalam 

penelitianya 

bertujuan 

untuk 

mengetahui 

kepastian 

hukum pada 

perkara itsbat 

nikah 

poligami sirri. 

Dalam 

penelitian ini 

kita sama-

sama 

membahas 

tentang itsbat 

nikah/pengesa

han nikah. 

Yang dimana 

saudara 

Rahmadini 

Septia 

Guna mendapat kepastian 

hukum maka mengajukan 

asal-usul anak. Tetapi 

dalam perkara Nomor 

3045/Pdt.G/2019/PA.Cbn, 

Pengadilan Agama 

Cibinong mengabulkan 

permohonan tersebut 

sehingga hukum menjadi 

tidak pasti dalam artian 

peraturan sudah jelas 

bahwa itsbat poligami 

                                                             
6
 https//repository.uinjkt. ∂c.id 
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3045/Pdt.G/PA.Cbn. 

di Pengadilan 

Agama Cibinong. 

3. Bagaimana 

Kepastian Hukum 

pada perkara itsbat 

nikah poligami sirri 

dalam Putusan 

Nomor 

3045/Pdt.G/PA.Cbn. 

di Pengadilan 

Agama Cibinong. 

melakukan 

permohonan 

atas asal-usul 

anak di 

Pengadilan  

Agama 

Cibonong. 

tidak boleh dikabulkan 

tetapi masih dikabulkan. 

Seharusnya agar hukum 

menjadi pasti aturan 

tersebut itu diterapkan 

bukan dikesampingkan. 

2 Iqbal 

Giovani 

Tahun 

2020
7
 

Pandangan 

hakim tentang 

kesaksian di 

bawah umur 

dalam perkara 

1. Bagaimana 

pandangan hakim 

tentang kedudukan 

keterangan saksi 

anak dibawah umur 

Iqbal giovani 

dalam 

penelitianya 

bertujuan 

untuk 

Sama-sama 

membahas 

tentang itsbat 

nikah, namun 

saudar iqbal 

Bahwa kedudukan 

keterangan saksi anak di 

bawah umur dalam 

perkara persidangan itsbat 

nikah menurut para hakim 

                                                             
7
 https//etheses.uin-malang. ∂c.id 
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itsbat nikah di 

pengadilan 

agama 

lumajang. 

dalam persidangan 

perkara itsbat nikah 

menurut para 

hakim di 

pengadilan agama 

lumajang 

mengetahui 

pandangan 

hakim tentang 

kedudukan 

keterangan 

saksi anak di 

bawah umur 

dalam 

persidangan 

perkara itsbat 

nikah. 

Giovani dia 

lebih fokus 

tentang 

kesaksian 

anak di bawah 

umur dalam 

perkara itsbat 

nikah di 

Pengadilan 

Agama 

lumanjang. 

pengadilan agama 

lumanjang adalah seluruh 

hakim menerima saksi 

tersebut sebab bukan 

anak-anak yang di 

datangkan ke persidangan 

melaikan orang dewasa 

hanya saja pengetahuan 

saksi pada saat 

menyaksikan perkawinan 

kedua orang tua pemohon 

masi di bawah umur,saksi 

yang di bawah ke 

persidangan tersebut 

kemudian menguatkan 

kesaksianya dengan 

bertanya kepada orang tua 

saksi dan para sepupu di 

desa sukosari. 
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 3 Imam Gojali 

tahun 2021
8
 

Perlindungan 

hukum bagi 

istri yang di 

poligami. 

1. Bagaimanakah 

pelaksanaan 

pemenuhan hak 

istri yang 

dipoligami di 

Kecamatan Medan 

Tembung. 

 

Penelitian ini 

guna 

mengetahui 

bentuk 

perlindungan 

hukum yang 

dapat 

diupayakan 

oleh istri yang 

dipoligami 

berdasarkan 

perundang-

undangan 

yang berlaku 

di indonesia. 

Dalam 

penelitiannya 

Imam Gojali 

membahas 

tentang 

Perlindungan 

hukum bagi 

istri , Yang 

dimana 

perlindungan 

hukum 

berkaitan 

dengan itsbat 

nikah/pengesa

han nikah . 

Itsbat nikah 

sendiri 

Bentuk perlindungan 

hukum yang dapat 

diupayakan oleh istri yang 

dipoligami berdasarkan 

perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia 

adalah: dalam Undang-

Undang Perkawinan 

Tahun 1974 dalam pasal 5 

menyatakan kewajiban 

adanya persetujuan atau 

izin sang istri bagi suami 

yang ingin berpoligami. 

Sedangkan dalam 

poligami tepatnya dalam 

pasal 58 menyatakan 

adanya kewajiban, adanya 

                                                             
8
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merupakan 

bentuk 

perlindungan 

hukum yang 

diupayahkan 

pemerintah 

bagi istri atau 

perempuan 

pada 

umumnya 

yang tidak 

memiliki 

kepastian 

dimata hukum 

atau negara. 

persetujuan istri serta 

adanya kepastian suami 

mampu menjamin 

keperluan hidup istri-istri 

dan anak-anak mereka. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Konsep  Umum Hukum Perkawinan. 

1. Pengertian perkawinan 

               Dalam peraturan negara, Undang-Undang perkawinan telah 

menjelaskan definisi yaitu “perkawinan adalah ikatan lahir batin dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.” Perkawinan sebagai sebuah ritual terkadang dipandang tidak 

hanya sebagai peristiwa sosial sekuler, tetapi juga sebagai peristiwa sakral 

yang dipengaruhi oleh ruh magis dan berdasarkan kepercayaan masing-

masing. Wajar bagi orang untuk hidup sebagai pasangan. Dari saat 

pernikahan, ada ikatan internal dan eksternal antara pasangan, serta 

hubungan keluarga antara kerabat kedua belah pihak. 
9
. 

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu perkawinan yaitu akad 

yang sangat ketat atau Mitssaqan Ghalidzan untuk mentaati perintah Allah 

dan memenuhinya adalah ibadah. 
10

 

Pengertian perkawinan menurut KHI pada dasarnya tidak 

mengurangi arti perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

                                                             
9
 Istiq∂m∂h, Istiq∂m∂h. "Tinj∂u∂n Yuridis Pemb∂gi∂n H∂rt∂ W∂ris∂n P∂s∂ng∂n Su∂mi Istri Y∂ng 

Bed∂ Ag∂m∂ (Perspektif Hukum Isl∂m DAN KUHPerd∂t∂)." Jurisprudentie: Jurus∂n Ilmu Hukum 

F∂kult∂s Sy∂ri∂h d∂n Hukum 4.1 (2017). 
10

 Republik Indonesi∂, “ Kompil∂si Hukum Isl∂m” d∂l∂m Und∂ng-Und∂ng RI Nomor 16 T∂hun 

2019 Tent∂ng Perub∂h∂n Und∂ng-Und∂ng Nomor 1 T∂hun 1974 Tent∂ng Perk∂win∂n d∂n 

Kompil∂si Hukum Isl∂m (Cet.1, B∂ndung: Citr∂ Umb∂r∂) hlm. 319 
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1974. Kata “mitsaqan ghalidzon” merupakan penjelasan dari 

ungkapan“ikatan lahir dan batin” yang terdapat pada susunan kata undang-

undang tersebut, menandakan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar 

kesepakatan pada susunan kata undang-undang, tetapi mengandung arti 

bahwa perkawinan tidak hanya perjanjian, tetapi ungkapan ketaatan dan 

pemenuhan perintah Allah yang melambangkan ibadah, yang merupakan 

penjelasan dari ungkapan "ketuhanan yang maha esa"di dalam UU.  Hal 

ini lebih lanjut menjelaskan bahwa bagi umat Islam perkawinan adalah 

perbuatan agama dan mereka yang melakukannya karenanya beribadah. 
11

 

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” 

yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; 

untuk berhubungan seks atau berhubungan badan. Perkawinan disebut juga 

“pernikahan”, yang berasal dari kata “nikah”, yang dalam bahasa berarti 

“bertemu”, “mengikat” dan berarti hubungan seksual (wathi). Kata "nikah" 

sendiri sering digunakan untuk merujuk pada persetubuhan dan akad 

nikah. 
12

  Beberapa pendapat ulama Hanafiah: “Perkawinan adalah akad 

yang bermanfaat (menimbulkan) adanya kenikmatan yang disadari atau 

disengaja, terutama kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian 

pendapat mazhab Maliki, nikah adalah sebutan (ungkapan). atau 

kepemilikan kontrak yang dibuat untuk kesenangan pribadi (seksual).  

Menurut ulama, Muta'akhiri mendefinisikan nikah sebagai akad 

yang memberikan keuntungan hukum dalam menjalin hubungan keluarga 

                                                             
11

  Z∂eni Asyh∂die, dkk., Hukum Kelu∂rg∂ Menurut Hukum Positif Di Indonesi∂ (Cet. Pert∂m∂, 

Depok:R∂j∂w∂li Pers, 2020) hlm. 35 
12

 Abdul R∂hm∂n Gh∂z∂ly, Fiqh Mun∂k∂h∂t (Cet. Ke-VIII J∂k∂rt∂:Kenc∂n∂, 2019) hlm. 5 
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(suami-istri) antara laki-laki dan perempuan, memberikan dukungan dan 

membatasi hak-hak pemilik dan pemenuhan kewajibannya. Pengertian 

nikah dalam fikih adalah perempuan dilahirkan sebagai objek kesenangan 

laki-laki dan hanya sisi biologis yang dilihat oleh perempuan.  Hal ini 

terlihat dari kata al-wat atau al-istimta yang semuanya memiliki makna 

gender. Mahar yang semula diberikan sebagai tanda tulus cinta seorang 

laki-laki kepada seorang perempuan, juga diartikan sebagai pemberian 

yang menggoda laki-laki untuk berhubungan seks dengan perempuan. 

Kesimpulan selanjutnya adalah pihak perempuan pada akhirnya akan 

menjadi pihak yang didominasi laki-laki, yang terbukti dalam berbagai 

kejadian pernikahan. 
13

 

2. Tujuan Perkawinan.     

Sedangkan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, perkawinan harus berlangsung seumur 

hidup dan tidak dapat diakhiri secara kebetulan. Pemutusan karena alasan 

selain penyebab kematian, karena perceraian seumur hidup adalah pilihan 

terakhir ketika tidak ada jalan lain yang memungkinkan.  Tujuan 

perkawinan yang lain adalah perintah Allah untuk memelihara keturunan 

yang sah dalam masyarakat melalui pembentukan keluarga yang rukun dan 

tertib. Meski dalam praktiknya dianggap tidak simpatik, namun tidak 

adanya keturunan biasanya dijadikan alasan perceraian.  

                                                             
13

 M∂rdani, Hukum Perk∂win∂n Isl∂m di Duni∂ Isl∂m Modern (Cet, Pert∂m∂, Yogy∂k∂rt∂, 2011) 

hlm.4-5 
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3. Sahnya Perkawinan. 

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya itu”. Menyatakan bahwa menurut UUD 1945 perkawinan 

sesuai dengan hukum setiap agama dan kepercayaan.  Hukum Setiap 

Agama dan Keyakinan berarti ketentuan hukum yang berlaku untuk agama 

atau kelompok agama, kecuali bertentangan dengan ketentuan lain dalam 

undang-undang.  

Dari bunyi ayat 1 Pasal 2 dan pernyataan bahwa perkawinan itu 

harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya, maka perkawinan itu dinyatakan tidak sah. Menurut 

Hukum Perkawinan dalam Islam yang sekarang menjadi pedoman sahnya 

perkawinan, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan 

berdasarkan hukum agama Islam.  Dalam konteks ini, Islam mengenal 

perbedaan syarat dan rukun. Rukun nikah termasuk dalam hakekat 

pernikahan seperti suami, istri, wali, aqad nikah dll. Semua ini adalah 

bagian dari esensi pernikahan. Perkawinan tidak terjadi jika tidak ada laki-

laki atau perempuan, misalnya syarat-syarat adalah sesuatu yang harus ada 

dalam perkawinan, tetapi bukan merupakan hakekat perkawinan itu 

sendiri, misalnya syarat perwalian harus laki-laki, baliq, berakal dll.   

Rukun Nikah harus dipenuhi sebab jika tidak maka perkawinan 

tidak bisa dilaksanakan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 14 Inpres 
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Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk 

melaksanakan perkawinan harus ada:
14

 

1. Calon suami 

2. Calon isteri 

3. Wali nikah  

4. Dua orang saksi 

5. Ijab dan qobul 

 

         Dan untuk memperoleh kepastian hukum/pengakuan negara bahwa 

perkawinan-perkawinan itu mengikat secara hukum dan juga dicatatkan 

dalam buku nikah. Seperti yang tertulis  dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 

Ayat (2), “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974 Setiap orang 

yang menikah tidak mendapat akta nikah dan tidak tercatat dalam buku nikah. 

Dan sekarang, orang yang menikah harus memiliki akta nikah, yang 

berfungsi sebagai bukti bahwa mereka menikah secara sah.  Hal ini sudah 

diatur dalam Pasal 2 - Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, adapun penjelasannya yaitu: 

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  

a) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh 

Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, 

Talak dan Rujuk. 

b) Pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan non 

muslim dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan yang 

disebutkan dalam berbagai undang-undang pencatatan 

perkawinan.  

c) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus 

berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasrkan 

                                                             
14

 Z∂eni Asyh∂die, dkk., Hukum Kelu∂rg∂ Menurut Hukum Positif di Indonesi∂ hlm. 78 
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berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan 

perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 

3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini. 

2. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

a) Setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus 

memberitahukan kepada pegawai pencatat tempat 

perkawinan yang dikehendakinya itu dilangsungkan.  

b) Pemberitahuan tersebut dalam Ayat (1) dilakukan 

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum 

perkawinan dilangsungkan. 

c) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam Ayat 

(2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh 

Camat atas nama Bupati Kepala daerah. 

3. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Pemberitahuan dilakukan secara secara lisan atau tertulis oleh 

calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya. 

4. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  

Pemberitahuan itu akan menyebutkan nama calon mempelai pria, 

umur, agama/keagamaan, pekerjaan dan tempat tinggal. Jika 

salah satu atau keduanya menikah, nama istri atau suami 

sebelumnya juga diberikan.  

5.  Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

1) Pencatat yang menerima akta nikah memeriksa apakah syarat-

syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah ada hambatan 

hukum perkawinan.  

2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat 

(1), Pegawai Pencatat meneliti pula :   

a. Kutipan dari akta kelahiran atau akta kelahiran calon 

pasangan. Jika tidak ada akte kelahiran, dapat digunakan 

surat keterangan atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh 

kepala desa, yang dapat diketahui umur dan asal 

pasangan suami istri tersebut.  

b. Informasi tentang nama, agama, pekerjaan dan tempat 

tinggal orang tua mempelai wanita.  

c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam 

Pasal 6 Ayat (2). (3), (4) dan  (5) Undang-Undang, 

apabila salah seorang calon mempelai atau adalah seorang 

suami yang masih mempunyai Undang-Undang. 
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d. Izin Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 4 

Undang-Undang, dalam hal calon mempelai adalah 

seorang suami yang masih mempunyai isteri.  

e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebsagai dimaksud Pasal 7 

Ayat (2) Undang-Undang. 

f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam 

hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi 

perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih. 

g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri 

HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon 

mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata. 

h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan 

oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon 

mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena 

sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan 

kepada orang lain. 

6. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

a) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai 

Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan 

untuk itu. 

b) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan 

perkawinan sebagai dimaksud Undang-Undang dan belum 

dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 Ayat (2) 

Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan 

kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada 

wakilnya. 

7. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

          Apabila tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan telah 

terpenuhi dan tidak ada halangan perkawinan, maka panitera 

mengumumkan niat kawin itu dengan menambahkan surat 

pemberitahuan itu dalam bentuk yang telah diperjanjikan di 

kantor catatan sipil. disimpan di tempat yang telah ditentukan dan 

dapat dibaca oleh umum.  

8. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

a) Pemberitahuan tersebut akan ditandatangani oleh panitera dan 

mencantumkan nama calon mempelai laki-laki, umur, 

agama/keyakinan, pekerjaan dan tempat tinggal, serta orang 

tua calon mempelai laki-laki, jika salah satu atau keduanya 

telah menikah, disebutkan nama istri dan/atau suami mereka 

sebelumnya.  

b) Tanggal, waktu dan tempat upacara perkawinan. Akta nikah 

yang ditandatangani oleh kedua mempelai kemudian juga 

ditandatangani oleh kedua saksi dan panitera, dan dalam hal 
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orang yang menikah menurut agama Islam, juga 

ditandatangani oleh wali nikah atau wakilnya. Perkawinan 

tercatat secara resmi pada saat akta nikah ditandatangani.  

 

           Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa 

perkawinan menurut undang-undang adalah perkawinan yang harus 

memenuhi ketentuan Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Islam, dan 

perkawinan itu nantinya juga harus memenuhi rukun dan rukun 

perkawinan menurut syariat hukum islam.  Jika syarat-syarat ini 

terpenuhi, dapat diasumsikan bahwa perkawinan, sesuai dengan ketentuan 

Paal  4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974. Dan untuk menjamin kepastian hukum maka 

perkawinan itu harus dicatatkan sebagai bukti lahirnya perkawinan itu, 

yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 

1974. 

4. Penghalang Perkawinan 

         Selain syarat perkawinan tersebut ada juga halangan perkawinan 

yang sudah dituangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan yang dikutip dalam buku Istiqamah, tentang 

larangan perkawinan yaitu.
15

 

                                                             
15

 Republik Indonesi∂ Und∂ng-Und∂ng Nomor 1 T∂hun 1974 Tent∂ng Perk∂win∂n d∂n Per∂tur∂n 

Pemerint∂h Nomor 9 T∂hun 1974 d∂l∂m Istiq∂m∂h, Hukum Perd∂t∂ Hukum Or∂ng d∂n Kelu∂rg∂, 

(Cet. 1 M∂k∂ss∂r: Al∂uddin University Press, 2014), hlm.107-108 
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a. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,tentang 

larangan perkawinan ditetapkan sebagai berikut: perkawinan 

dilarang antara (dua) orang yang:  

1) berhubungan darah, lurus ke bawah atau ke atas. 

2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, 

yaitu antara saudara kandung, antara seseorang dengan 

saudara kandung orang tuanya, dan antara seseorang dengan 

kakek dan neneknya. 

3) Berkaitan dengan hubungan, yaitu menantu, mertua, anak dan 

ibu atau ayah tiri. 

4) Menyusui, yaitu. orang tua yang menyusui, anak yang 

menyusui, dan bibi/paman yang menyusui. 

5) Hubungan keluarga dengan istri atau sebagai tante atau 

keponakan dari istri jika laki-laki beristri lebih dari satu. 6) 

hubungan yang dilarang oleh agama atau aturan lain yang 

berlaku dalam perkawinan.  

 

b. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan 

apabila masih mempunyai hubungan perkawinan dengan orang lain 

tidak bisa menikah lagi, kecuali yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) 

dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang 

Peluang Poligami dengan persyaratan ketat. 

c. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, 

menjelaskan: Jika pasangan yang bercerai menikah lagi dengan 

pasangan (berbeda) dan telah bercerai untuk kedua kalinya, mereka 

tidak boleh menikah lagi selama hukum agama dan kepercayaan 

mereka, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan, tidak menentukan 

apa-apa lagi.  
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d. Perempuan yang telah menikah berlaku masa iddah (Masa Tunggu) 

tertentu, yang dituangkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah 

Nomor. 9 Tahun 1979, apabila: 

1) Perkawinan putus karena kematian =130 hari. 

2) Perkawinan putus 20 karena cerai: 

a) Bagi wanita masih haid=3 x suci 

b) Bagi wanita sudah tidak haid=90 hari. 

            Dari berbagai halangan hukum untuk menikah, setiap pernikahan 

harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum Islam dan tidak ada 

halangan untuk melangsungkan pernikahan. Isi pasal tersebut 

memberikan penjelasan yang jelas tentang hambatan perkawinan.  

B. Pencatatan Perkawinan 

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan 

          Pencatatan perkawinan adalah kegiatan administrasi perkawinan 

yang dilakukan oleh Pencatat Nikah yang berkantor di KUA di wilayah 

kedua calon pengantin yang muslim dan di kantor catatan sipil untuk 

non muslim.
16

  

          Sesuai dengan dinamika perubahan waktu, banyak perubahan 

yang terjadi. Pergeseran dari budaya lisan ke tulisan merupakan ciri 

masyarakat modern karena surat digunakan sebagai alat bukti otentik. 

Saksi yang masih hidup dibebaskan dengan jaminan bukan hanya 

karena kematian dapat membuat mereka menghilang, tetapi juga karena 
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D∂runn∂j∂h Publishing, 2011), hlm. 137 



24 
 

 

mereka cenderung lupa dan melakukan kesalahan. Atas dasar itu, orang 

yang dipanggil untuk bertindak mensyaratkan perbuatan itu sebagai alat 

bukti yang tetap.  

 Pencatatan perkawinan merupakan penyelenggaraan untuk 

memelihara ketertiban dan kesejahteraan umum. Pendaftaran adalah 

pencatatan perkawinan dalam buku akta perkawinan bagi masing-

masing suami istri. Surat Keterangan Nikah adalah surat keterangan 

yang dikeluarkan oleh Panitera Perkawinan, Perceraian atau 

Pemukiman. Dan juga di kantor catatan sipil sesuai dengan undang-

undang yang berlaku tentang pencatatan perkawinan.   

          Pencatatan itu tidak menyatakan sahnya perkawinan itu, tetapi 

menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan itu ada dan berlangsung, 

sehingga bersifat administratif semata.  Sementara itu tentang 

keabsahan perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dengan jelas menyatakan 

bahwa suatu perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum-hukum 

agama dan kepercayaan tertentu. 
17

 Satu-satunya sumber legislasi dan 

kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena 

itu, undang-undang perkawinan ini mengatur syarat-syarat sahnya 

perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan. Undang-undang 

perkawinan ini tidak melarang subsistem hukum yang ada (hukum adat 
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 Z∂eni Asyh∂die, dkk, Hukum Kelu∂rg∂ Menurut Hukum Positif Di Indonesi∂ hlm.104-105 
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dan hukum agama) dalam masyarakat, sehingga proses perkawinan 

selanjutnya dilakukan atas dasar hukum adat atau hukum agama. 
18

  

           Legalitas suatu perkawinan dari sudut pandang hukum perdata 

ada ketika perkawinan itu dicatatkan pada pejabat administrasi negara. 

Namun, dari sudut pandang agama, perkawinan hanya berfungsi untuk 

memenuhi persyaratan resmi, bukan untuk menentukan apakah suatu 

perkawinan dapat dilangsungkan. valid atau tidak. Perkawinan yang 

belum dicatatkan disebut “kawin sirri” dan batal demi hukum meskipun 

suami istri telah mengikuti tata cara perkawinan yang diatur dalam 

norma agama. 
19

 

2. Tujuan Pencatatan Perkawinan 

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan suatu 

tatanan perkawinan sosial. Ini adalah ikhtiar yang diatur secara hukum, 

terutama dalam kehidupan rumah tangga perempuan. Jika perkawinan 

dicatatkan, masing-masing dapat mengambil tindakan hukum jika 

timbul perselisihan di antara suami-istri mengenai pembelaan atau 

pemenuhan hak-haknya. Karena dengan perbuatan tersebut suami istri 

mempunyai bukti-bukti yang menguatkan. 
20

 

      Manfaat pendaftaran pernikahan meliputi: 
21

  

a. Adanya bukti autentik terhadap perkawinan.  
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b. Mendapatkan kepastian hukum yang akan membantu terciptanya 

keluarga yang terdiri dari Sakinah, Mawaddah dan Rahmah 

dengan keuntungan bagi kedua belah pihak suami istri.   

          Hukum perkawinan bukan hanya hukum perdata. Kewajiban 

mencatatkan perkawinan di burjelijkestand sebagai salah satu unit 

kekuasaan ketatanegaraan menunjukkan bahwa perkawinan juga diatur 

(termasuk) dalam hukum tata usaha negara. Sedangkan menurut agama 

Islam, tidak hanya pejabat pemerintah (Pegawai Kanyor Urusan 

Agama) saja yang terdaftar.  Selain undang-undang tata usaha negara, 

UU Perkawinan juga memuat peradilan pidana, misalnya sebagaimana 

disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 61, PP Nomor. 9 Tahun 

1975 Pasal 45. Dengan demikian, hukum perkawinan adalah sekaligus 

hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana .
22

 

         Sejak berlakunya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. 

Mewajibkan adanya pencatatan perkawinan, dalam Pasal 2 Ayat (2) 

Jadi, perkawinan didaftarkan untuk setiap perkawinan setelah tahun 

1974.  Begitu pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat (1) 

agar terjalin ketertiban akad nikah bagi masyarakat muslim, maka setiap 

pernikahan harus dicatatkan. Dan Pasal 5 Ayat (2) pencatatan 

perkawinan tersebut pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas pencatat 

nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo UU 

No. 32 Tahun 1954. Kemudian Pasal 6 KHI juga menyebutkan tentang 
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perlunya pengawasan Pegawai Pencatat Nikah ketika pernikahan 

dilangsungkan. 

         Secara lebih rinci Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab II 

Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan pada Ayat (1), (2), 

dan (3), yaitu pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat, seperti 

misalnya UU No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatat Nikah, Talak, 

Rujuk. Pencatatan perkawinan bagi orang yang memeluk agama selain 

Islam karena agama dan kepercayaannya diatur oleh pegawai pencatat 

perkawinan sesuai dengan berbagai undang-undang pencatatan 

perkawinan. Tanpa membatasi penerapan ketentuan-ketentuan yang 

secara khusus berlaku bagi proses perkawinan, harus dilakukan dengan 

cara yang ditentukan dalam Pasal  9 Peraturan Pemenerintah Nomor 9 

Tahun 1975.
23

 

        Ketentuan pencatatan perkawinan dalam hukum Islam tidak 

bersifat wajib, pencatatan perkawinan hanya merupakan urusan 

administrasi negara tetapi bukan merupakan suatu kategori perkawinan 

yang sah atau tidak sah. Jika pernikahan tersebut tidak didaftarkan, 

maka sering disebut sebagai pernikahan siri. Mencermati masalah ini 

dari segi manfaat pencatatan perkawinan menjadi penting dan perlu 

karena dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya diperhatikan 

aspek hukum fikihnya, tetapi juga aspek keperdataannya. Dengan 
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demikian, akta nikah adalah satu-satunya hal yang dapat berfungsi 

sebagai bukti sah pernikahan bagi siapa pun.  

C. Konsep Umum Tentang Itsbat Nikah  

1. Pengertian Itsbat Nikah 

        Menurut bahasa, itsbat nikah terdiri dari dua kata, yaitu itsbat 

yang merupakan masdar atau atsbata yang berarti melakukan, dan 

menikah yang berasal dari nakaha yang berarti menikah. . Oleh 

karena itu kata itsbat nikah berarti “penetapan pernikahan”.  
24

 Dari 

sudut pandang fikih, nikah secara harfiah berarti persetubuhan atau 

percampuran. Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang pengertian 

nikah, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa para ahli fiqh 

menganggap nikah berarti akad nikah yang dilakukan Syara agar 

suami memanfaatkan dan memperlakukan kehormatan Wanitanya 

dan pasangannya dapat menjamu seluruh raga. 
25

 

         Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengesahan 

perkawinan adalah penetapan kebenaran (sahnya perkawinan). 

Pada dasarnya, "Itsbat Nikah" adalah tentang pengeshan 

pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama Islam.  namun 

tidak tercatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan 
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Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).
26

  

Jadi, bisa dipahami bahwa Itsbat Nikah yaitu penetapan 

perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami istri, dibuat menurut aturan agama Islam dan memenuhi 

rukun dan syarat pernikahan. Namun perkawinan tersebut terjadi 

lebih awal dan tidak dilaporkan kepada pejabat yang berwenang, 

dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) atau Pegawai 

Pencatatan Nikah (PPN). .  

         Perkawinan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah 

adalah perkara voluntair. Kata voluntair adalah kasus dimana 

hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada lawan dan tidak ada 

sengketa. Oleh karena itu kami tidak berbicara tentang suatu kasus, 

karena suatu kasus mengandaikan adanya pihak lawan dan objek 

yang bersengketa. Karena bukan itu masalahnya, pengadilan tidak 

memiliki kekuatan untuk memutuskan.  Namun demikian, Pasal 5 

Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

menentukan bahwa Pengadilan berwenang memutus hal-hal yang 

tidak dipersengketakan, asalkan undang-undang memuat ketentuan 

dan sebutan yang tepat. 
27
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2. Syarat-Syarat Itsbat Nikah 

         Adapun syarat-syarat itsbat nikah tidak dijelaskan dalam 

kitab-kitab fikih klasik maupun modern. Namun, syarat-syarat 

pernikahan itsbat bisa menyerupai pernikahan. Hal ini karena itsbat 

nikah (pemutusan perkawinan) pada dasarnya adalah pernyataan 

nikah yang dibuat menurut ketentuan hukum Islam.  Perkawinan 

ini sah menurut syarat dan rukun perkawinan, namun perkawinan 

ini tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pegawai 

catatan sipil (PPN). Untuk mendapatkan putusan (surat nikah), 

terlebih dahulu harus mengirimkan surat permohonan nikah ke 

pengadilan agama.  

3. Dasar Hukum Itsbat Nikah 

Bagi umat Islam, pengadilan agama merupakan salah satu 

konsekuensi dari penerapan syariat Islam. Bahan matrimonial 

pengadilan agama menjadi bahan pelaksana hukum Islam itu 

sendiri, oleh karena itu tidak mungkin putusan pengadilan agama 

tanpa mengacu pada hukum yang dianut oleh negara. 
28

  

Di dalam UU tentang Peradilan Agama mengalami 

perubahan dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang 

perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Dijelaskan dalam pasal 49 huruf (a) angka 2 Undang-Undang 

tersebut diatur tentang pengesahan perkawinan terhadap 
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perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, dan aturan tersebut sama dengan ketentuan yang 

diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 diatas berbunyi: Pengadilan 

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan 

menyelesaikan masalah ditingkat pertama antara orang-orang 

beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan, Perkawinan adalah hal-

hal yang diatur dengan undang-undang atau berdasarkan 

perkawinan yang sah yang dilangsungkan menurut hukum syariah, 

antara lain: Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi 

sebelum UU No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan 

menurut peraturan yang lain. 

    Maka dari itu landasan itsbat nikah yaitu berdasarkan ketentuan 

yang ada pada UU No. 3 Tahun 2006 :
29

 

a. Perkara permohonan itsbat nikah itu adalah bersifat voluntair 

murni. 

b. Perkawinan yang dapat diitsbatkan adalah perkawinan yang 

terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya. 

“Itsbat” artinya menetapkan adanya perkawinan. Perkawinan yang 

dilangsungkan sebelum tahun 1974 tetapi tidak dicatatkan diberi 

“kebebasan” oleh negara untuk mencatatkan perkawinannya, melalui 

pengajuan senbat perkawinan di pengadilan agama. Namun kemudian 
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kewenangan pengadilan agama berkembang dan meluas. Jika 

pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pernikahan dapat 

diajukan. 
30

 Pasal 7 KHI merumuskan mengenai perkawinan yang bisa 

di itsbatkan yaitu: 

1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang 

dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. 

2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah , 

dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. 

3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas 

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian 

perceraian. 

b. Hilangnya akta nikah. 

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu 

syarat perkawinan. 

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak 

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami 

atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang 

berkepentingan dengan perkawinan itu.  

       Berdasarkan pasal tersebut di atas, menjadi dasar hukum bagi 

hakim untuk memutuskan masalah perkawinannya, menjamin kepastian 

hukum bagi perkawinan yang tidak dicatatkan. Pasal ini menjadi 

ketentuan yang memungkinkan pelaksanaan dalam kondisi tertentu 
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yang telah ditentukan. Menurut Nur Aisyah, pendapat Atho Mudzhari 

yang juga mengutip peneliti Belanda Paul Scholten, hakim adalah orang 

yang harus menuntut ilmu seumur hidupnya, oleh karena itu putusan 

hakim merupakan putusan akal dan hati nurani, walaupun hanya satu 

keputusan kecil. adalah . kesalahan, maka putusan itu merupakan 

siksaan bagi keadilan masyarakat. 
31

 

Bertolak dari pendirian yang telah ditetapkan di atas, maka jelaslah 

bahwa tugas hakim harus dapat memberikan penyelesaian seadil-

adilnya, agar hakim tidak kekurangan pengertian dalam banyak hal, 

sehingga dapat hidup sampai putusan.  

4. Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah. 

Pelaksanaan Itsbat Nikah terjadi karena merupakan akad nikah 

yang berlangsung berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh agama tetapi 

tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh negara yaitu. tidak 

terdaftar dalam buku nikah resmi. Perkawinan yang tidak sesuai dengan 

ketentuan hukum sering disebut dengan pernikahan sirri. 
32

  

Adapun  Prosedur pelaksanaan itsbat nikah adalah sebagai berikut: 

a. Pendaftaran di Pengadilan Agama. 

Tuntutan atau permohonan dapat dikonfirmasi secara tertulis 

atau lisan, tetapi surat kuasa yang diberikan kepada ketua 
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pengadilan agama juga dapat digunakan untuk menunjukkan 

kartu tanda penduduk (KTP).  

b. Membuat surat permohonan. 

c. Surat permohonan atau dengan meminta bantuan kepada Pos 

Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada di pengadilan secara 

cuma-cuma, di lanjutkan dengan hal hal antara lain: 

1) Fotokopi formulir permohonan itsbat nikah. 

2) Melampirkan dokumen yang dipersyaratkan, termasuk surat 

keterangan dari KUA bahwa perkawinan belum dicatatkan. 

3) Pembayaran biaya perkara. 

4) Barang-barang tersebut dimasukkan dalam buku catatan 

pegawai. 

5) Lanjutan sidang/permohonan setelah didaftarkan oleh ketua 

pengadilan agama dengan menyebutkan nomor berkas, 

tanggal dan penetapan tanggal sidang, 

6) Pengangkatan ketua pengadilan agama oleh badan 

peradilan.  

d. Menghadiri Persidangan. 

Menghadiri persidangan berarti hadir di pengadilan pada 

tanggal dan waktu yang ditentukan dalam panggilan 

pengadilan.  

e. Putusan/Penetapan Pengadilan.  

Dalam pemeriksaan itsbat nikah, akan mengeluarkan putusan 

/penetapan sebagai berikut: 

1) Jika permohonan itu dikabulkan, pengadilan 

mengeluarkan putusan/penetapa itsbat nikah. 

2) Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil 

dalam waktu 14 hari sejak sidang terakhir. 

3) Salinan surat keputusan/penetapa akta nikah dapat dibawa 

sendiri ke kantor atau diwakilkan oleh orang lain dengan 

surat kuasa. 

4) Setelah menerima salinan putusan/penetapa pengadilan 

tersebut, Anda dapat mengajukan permohonan pencatatan 
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perkawinan ke KUA setempat dengan memberikan salinan 

putusan/keputusan pengadilan tersebut.   

 

5. Akibat Hukum Itsbat Nikah. 

      Menghadirkan itsbat nikah merupakan suatu peristiwa hukum, 

oleh karena itu peristiwa hukum itsbat nikah mempunyai akibat 

hukum terhadap peristiwa perkawinan tersebut, terutama berkaitan 

dengan hal-hal sebagai berikut:  
33

 

a. Status Perkawinan  

Perkawinan yang dahulu hanya sah menurut hukum agama dan di 

mana suatu perjanjian perkawinan ada atau berlangsung, tidak 

hanya sah menurut hukum agama, tetapi juga menurut hukum 

negara dalam arti segala akibat matrimonial.  menjadi sah dan 

dicatatkan menurut hukum negara.  

b. Status anak 

Perkawinan yang diakhiri di sana menimbulkan kepastian hukum 

tentang kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu. 

Dalam hal ini kepastian hukum mengenai status hukum anak 

dihasilkan dari peraturan-peraturan sebagai berikut:   

1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada Pasal  

28-B ayat (1), yaitu: “Setiap orang berhak membentuk 

keluarga dan melanjutkan keturunan yang sah”. 
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36 
 

 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

pada Pasal 42, yaitu: “Anak Sah adalah anak yang lahir 

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. 

3) Pasal 2 ayat (1), yaitu: “Perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu’’. 

4) Pasal 2 ayat (2), yaitu: „Tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

5) Pasal 99 KHI, anak yang sah adalah: (1) anak yang 

dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan (2) 

hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan 

dilahirkan oleh istri tersebut. 

Jadi dengan pengajuan itsbat nikah dapat 'mengsahkan' anak 

tersebut sehingga akta kelahiran dapat diterbitkan dan Anda 

kemudian dapat menjalin hubungan hukum dengan orang tua anak 

tersebut. Selain itu dapat menjamin hak-hak istri, suami dan anak-

anak mereka, karena hak-hak tersebut dapat diwujudkan atau diklaim 

dengan suatu perbuatan nyata.  
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         BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

         Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 

Menurut Peter Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk 

menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian 

hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis 

dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah 

atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang diangap 

pantas.
34

 Penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian yang mengkaji 

bekerjanya suatu hukum atau aturan dengan maksud untuk penerapannya 

dalam masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga penelitian hukum 

sosiologis, karena metode ini digunakan untuk melakukan penelitian manusia 

juga dalam hubungannya dengan kehidupan orang lain atau masyarakat.  Jadi 

kenyataan yang terjadi dirasakan dalam masyarakat, badan hukum atau 

instansi pemerintah. Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau 

sosiologis adalah penelitian hukum dengan data atau informasi primer yang 

berasal langsung dari sumbernya.  
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B. Lokasi Penelitian.    

       Selama penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian tentang 

Pengadilan Agama Mataram karena tempat ini memberikan kemudahan bagi 

peneliti untuk meneliti dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan.  

C. Pendekatan Penelitian. 

       Penelitian ini disusun menggunakan tiga (3) pendekatan hukum, 

yaitu sebagai berikut:  

1. Pendekatan Perundang-undangan(statute approach)adalah pendekatan 

yang dilakukan  dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan 

dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani 

seperti Undang-Undang Perkawinan. 

2. Pendekatan Sosiologis (sociological approach) adalah dengan cara melihat 

kenyataan yang ada di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang 

akan diteliti yang dipandang dari sudut penerapan hukum.  

3. Pendekatan Kasus (case approach) Pendekatan kasus dilakukan dengan 

cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu 

yang dihadapi yang ditelaah menjadi putusan Pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan yang tetap. 

D. Jenis dan Sumber bahan hukum dan Data 

1. Bahan hukum  

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat dan 

digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 

1945,dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang –UU 
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No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga UU Kompilasi Hukum 

Islam No. 1 Tahun 1991. 

b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi 

kepustakaan (library research)dan (field research) adalah dengan 

mengumpulkan data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-

buku karya ilmiah yang berkaitan dengan pengesahan itsbat nikah. 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa 

antara lain kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan 

ensiklopedia
35

 

2. Sumber Data  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang berasal dari lokasi penelitian yaitu putusan 

hakim terkait itsbat nikah pada pernikahan sirri di Pengadilan Agama 

Mataram, yang dilaksanakan dengan wawancara pada narasumber yang 

berkaitan di Pengadilan Agama Mataram. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan atau (library 

research), yaitu dengan mengumpulkan informasi, peraturan, serta buku 

dan majalah yang berhubungan dengan topik penelitian.  
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E.Tehnik dan Alat Pengumpulan Data 

                  Adapun dalam cara pengumpulan data dalam penelitian ini melalui 

cara sebagai berikut: 

1. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum  

 Dalam pembahasan penulisan proposal ini, dibutuhkan data yang cukup 

sebagai bahan analisis. kemudian untuk menentukan data yang 

dibutuhkan, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut 

studi kepustakaan dan data wawancara dilapangan. 

2. Tehnik Pengumpulan Data. 

a. Observasi adalah Pengamatan langsung oleh peneliti, yang 

menganalisis dengan mencatat secara sistematis semua gejala yang 

akan diteliti, artinya pengamatan tidak hanya terbatas pada orang 

tetapi juga pada objek lain. Proses observasinya berbeda, yaitu 

observasi partisipatif pertama (peneliti berpartisipasi dalam kegiatan 

sehari-hari orang yang diamati) dan observasi kedua non-partisipatif 

(nonpartisipasi dan hanya peneliti independen) mengenai 

instrumentasi yang digunakan dapat dibedakan secara struktural. 

Observasi (direncanakan secara sistematis) dan observasi (tidak 

terstruktur secara sistematis).  Teknik observasi non partisipan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung pelaksanaan 

itsbat nikah dan pendataan terkait acara itsbat nikah di Pengadilan 

Agama Mataram.  
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b. Wawancara (Interview) merupakan Suatu metode analisis data melalui 

komunikasi langsung pada saat mencari permasalahan yang akan 

diteliti dan pada saat peneliti menginginkan pertanyaan yang lebih 

spesifik dari responden  

c. Dokumentasi yaitu Upaya untuk mengumpulkan informasi dari 

catatan arsip yang sesuai dengan masalah yang sedang diselidiki  

d. Data Kepustakaan, yaitu data yang didapatkan dari studi kepustakaan 

(library research) dan (fieldresearch) adalah dengan mengumpulkan 

data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, 

dan pendapat para ahli terkait dengan  masalah yang dibahas. 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 


